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ABSTRAK
PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER DI KOTA MEDAN
MENURUT HUKUM PERDATA

Winda Amalia Harahap
NPM : 1906200018

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang
berlaku dalam perjanjian sewa menyewa Scooter di kota medan. Namun
kenyataannya perjanjian sewa menyewa banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis
salah satu contohnya yaitu sewa menyewa Scooter yang ada di daerah kota medan
Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis tapi juga ada yang
dilakukan tidak tertulis, semua tergantung para pihak yang membuatnya, adapula
yang dilakukan dengan perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya
dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah
kepada penelitian hukum yuridis empiris normatif. Sumber data yang diperoleh
dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, data sekunder dalam penelitian
bersumber pada data kewahyuan, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
bahan hukum tersier. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya
menggunakan wawancara dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami penulusuran terhadap pelaksanaan
sewa menyewa scooter di kota medan Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata
mengenai perikatan menjelaskan bahwa:Perikatan lahir karena suatu perjanjian
atau karena undang-undang. Selanjutnya, Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan
bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih
mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih. Berdasarkan ketentuan dalam
Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu
perjanjian, yakni Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, dan
Suatu sebab (causa) yang halal. Dapat diketahui hal yang terjadi dalam perikatan
dalam sewa menyewa scooter yang dilakukan antara pihak yang menyewakan
scooter dengan pihak penyewa scooter hanya melakukan penahanan KTP terhadap
penyewa yaitu dimana biasanya diketahui KTP adalah sebuah identitas pribadi
seseorang atau Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa berhubungan dengan manusia
lainnya dalam memenuhi kebutuhannya. Baik hubungan sosial maupun
hubungan hukum. Hubungan hukum di bidang lapangan harta kekayaan,
biasanya diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Suatu perjanjian lahir disebabkan
adanya perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan oleh beberapa pihak.
Perbedaan konsep tersebut kemudian dinegosiasikan untuk menciptakan bentuk-
bentuk kesepakatan yang akan dituangkan dalam klausul hubungan kontraktual.
Melalui kontrak/perjanjian. perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya

dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.:

Prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract pinciple) menurut Pasal
1338 KUHPerdata menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah
mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang mengadakannya (asas
pucta sunt servanda).2 Sedangkan keabsahannya tertuang dalam Pasal 1320
KUHPerdata yang intinya, terdapat kesepakatan para pihak dalam membuat

perjanjian, kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek perjanjian yang

1salim HS, 2015. Hukum Kontrak: Perjanjian, Pinjamaman, dan Hibah, Jakarta:
Bumi Aksara. halaman 10

2 Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Jakarta:
Kencana, 2004, halaman 1.



jelas, dan sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri dimana
perjanjian tersebut dibuat dengan tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-

undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.3 Serta dilaksanakan dengan itikad baik

(in good faith).

Dalam praktik memang tidak mudah untuk menentukan hukum mana yang
berlaku dalam perjanjian sewa menyewa Scooter di kota medan. Namun
kenyataannya perjanjian sewa menyewa banyak diterapkan dalam kegiatan bisnis
salah satu contohnya yaitu sewa menyewa Scooter yang ada di daerah kota medan
Pelaksanaannya biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis tapi juga ada yang
dilakukan tidak tertulis, semua tergantung para pihak yang membuatnya, adapula
yang dilakukan dengan perjanjian baku, namun adapula isi perjanjiannya

dilakukan secara negosiasi kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Oleh karena itu dengan adanya buku 111 KUHPerdata yang menganut asas
kebebasan berkontrak/system terbuka, maka para pihak bebas menentukan jenis
perjanjian, dengan siapa dia harus mengadakan kontrak, objek kontrak, serta
menentukan format kontrak, asalkan semuanya tidak bertentangan dengan
undang-undang, kepentingan umum, Kkesusilaan/moral dan kepatutan. Dari
kenyataan tersebut pasti akan banyak masalah yang muncul oleh karena perjanjian

tersebut masih tidak jelas secara pelaksanaan hukumnya, sehingga banyak

3 Lukman Santoso. 2012. Hukum Perjanian Kontrak, Yogyakarta: Cakrawala,
halaman 26.



masyarakat yang belum mengerti dan memahami penerapan perjanjian sewa

menyewa tersebut.

Perjanjian (overeenkomst) merupakan hukum dasar dalam perjanjian
asuransi. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan
(verbintenis) yang diatur dalam Buku 11l KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata
menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena
Undang-Undang.” Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti
persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan

kesanggupan untuk berbuat sesuatu).

Defenisi perjanjian seperti terdapat pada pasal 1313 KUH Perdata yaitu:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. suatu peristiwa dimana
seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji
untuk melaksanakan sesuatu. Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan Secara
umum, hukum perjanjian mengatur hubungan pihak-pihak dalam perjanjian,
akibat-akibat hukumnya, dan menetapkan bila pelaksanaan perjanjian dapat
dituntut secara hukum. Sedangkan perikatan adalah: “Suatu perhubungan hukum
antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak
menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

memenuhi tuntutan itu”.

4 Jeinal Bawarodi. 2014. Penerapan Perjanjian Sewa Beli Di Indonesia dan Akibat
Hukumnya. Vol. ll. Lex Privatum. Halaman 12



Perikatan adalah suatu bentuk hubungan hukum, yang berarti bahwa
hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum. Segala sesuatu yang menjadi
akibat atau konsekuensi dari timbulnya perikatan itu mendapatkan jaminan atas
adanya kepastian hukum. Contoh, ketidakterlaksananya apa yang menjadi
tuntutan atau dalam hal terjadinya wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka suatu
transanksi hukum dapat dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa pembayaran
ganti kerugian oleh pihak yang melakukan wanprestasi atas kerugian yang diderita

oleh pihak lawannya.5

Dapat lebih sepesifik perihal perjanjian sewa menyewa terhadap Scooter
di kota Medan dilihat dari contoh apabila seseorang hendak menyewa Scooter
terhadap pemberi jasa sewa barang maka ada terjadinya perjanjian lisan yang ada
dilapangan seperti penahanan sementara KTP penyewa sebagai bentuk
tanggungjawab penyewa apabila terjadi sesuatu terhadap barang yang disewa.
Disini dapat dilihat timbul permasalahan dilapangan yang terjadi kurangnya
perjanjian sewa menyewa tersebut dikarenakan secara tidak langsung karena ada
dorongan hasrat yang hanya sekedar menyewa dan menikmati permainan Scooter

tanpa memikirkan resiko jaminan dalam perjanjian sewa meenyewa.

Kegiatan perdagangan adalah masuk dalam aspek hukum perdata dan
sumbernya diatur dalam buku Il KUH Perdata yaitu tentang perikatan yang

secara umum dapat dijelaskan bahwa perdagangan terjadi karena adanya suatu

5> Martha Eri Safira. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo: CV. Nata Karya. Halaman 83



kesepakatan antara para pihak dan kesepakatan tersebut diwujudkan dalam suatu
perjanjian dan menjadi dasar perikatan bagi para pihak, walaupun perikatan
seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdata disebutkan bahwa

perikatan lahir dari perjanjian atau dari undang-undang.6

Dalam lapangan sewa menyewa Scooter bahwa terjadi perjanjian yang
biasanya hanya dilakukan secara lisan dikarenakan faktor penyebabnya adalah
kurangnya perhatian terhadap perjanjian sewa menyewa itu sendiri, sehingga sewa
menyewa hanya sekedar melakukan pembayaran dan pihak jasa sewa Scooter
hanya melakukan penahanan KTP. Memang dapat dilihat tidak terjadi kerumitan
didalam sewa menyewa akan tetapi dapat menimbulkan faktor persilihan
perjanjian apabila terdapat seperti barang yang disewa rusak atau bahkan hilang,
apakah sekedar perjanjian lisan cukup? Belum tentu, karena bisa saja penyewa
berdalih atau bahkan pihak jasa penyewa barang juga berdalih bahwa apabila
terjadi sesuatu terhadap barang tidak menyebutkan adanya perjanjian yang harus

dilakukan atau dipertanggungjawabkan terhadap barang tersebut.

Sewa menyewa scooter di kota Medan sangat bervariasi harga hingga
jenisnya tetapi umumnya yang sering disewakan oleh pemilik scooter di kota
Medan adalah ada 2 jenis yang pertama ada jenis scooter dan sepeda listrik

kemudain daripada itu scooter yang akan di teliti adalah scooter milik pribadi

6 | Ketut Oka Setiawan. 2014. Hukum Perdata Mengenai Perikatan. Jakarta: FH-Utama.
halaman 68



Force Majeure merupakan keadaan dimana seorang debitur terhalang
untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan/peristiwa yang tidak terduga
pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan/peristiwa tersebut tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam
keadaan beritikad buruk. Peristiwa tersebut terjadinya juga tidak telah
diasumsikan terlebih dahulu kemungkinannya (seandainya telah diasumsikan
kemungkinannya, maka para pihak harusnya telah menegoisiasikannya di dalam
kontrak). Contoh peristiwa yang menyebabkan force majeure adalah terjadinya
kehilangan Scooter, kerusakan, atau bisa saja terjadi yang dapat dilihat bahwa itu
bermain di tengah kota ada kemungkinan kecelakaan, serta munculnya peraturan

baru yang melarang pelaksanaan prestasi dari kontrak tersebut.

Pasal 1244 & 1245 KUH Perdata mengatur masalah force majeure dalam
hubungannya dengan penggantian biaya rugi dan bunga saja; namun demikian
ketentuan ini juga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengartikan force
majeure secara umum. Berdasarkan Pasal tersebut di atas, Force Majeure dapat

terjadi disebabkan:

1. karena sebab-sebab yang tidak terduga;

2. karena keadaan memaksa;

3. karena perbuatan tersebut dilarang.



Apabila force majeure terjadi terhadap suatu kontrak, sehingga salah satu
atau kedua belah pihak terhalang untuk melaksanakan prestasinya, maka para
pihak dibebaskan untuk melaksanakan prestasi dan tidak ada satu (1) pihak pun
yang dapat meminta ganti rugi karena tidak dilaksanakannya kontrak

bersangkutan.”

Dapat dilihat penjelasan diatas hal yang menjadi faktor permasalahan atau
yang melatar belakangi penelitian ini adalah dapat terjadinya sebab-sebab yang
tidak terduga karena tidak adanya perjanjian sewa menyewa yang tertulis

sehingga dapat menyebabkan force majeure.

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah
masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh
harta dalam syari’at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-
hari. Akad merupakan cara yang di ridhai Allah Swt dan harus ditegakkan,

sebagaimana ditegaskan dalam ayat al-Qur’an, surat al-Maidah (5):1
.Am;:/\i; ’A_ij fifﬁ:;i’\j’cﬂ‘g”w?z"udé
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah
kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk

melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hukum kontak

7 Nanda Amalia. 2013. Hukum Perikatan. Lhokseumawe: Unimal Press. halaman 9



syari’ah, perjanjian sewa-menyewa disebut ijarah. Hubungannya ayat tersebut
dengan penelitian ini adalah bahwa dalam Islam pentingnya terjadi akad untuk

mendapatkan perjanjian yang Sah.

Syarat dan Ketentuan dalam penyewaan. Jika ingin menyewa, pengunjung
dikenakan biaya Rp. 25.000 pertama 25 menit di hari Senin-Jumat. Namun,
penambahan biaya Rp. 10.000 diberlakukan pada hari Sabtu-Minggu, menjadi Rp.
35.00 per 25 menit. Jika ingin melakukan sewa waktu sejam atau lebih,
pengunjung harus reservasi terlebih dulu lewat akun Instagram penyedia jasa sewa
Scooter. "Jika melebihi batas waktu yang ditentukan maka akan dikenakan denda
Rp3 ribu per menitnya,” untuk syarat penyewaan Scooter harus menyerahkan

KTP, jika anak di bawah 17 tahun, maka harus didampingi orangtuanya.8

Oleh sebab itu adapun penelitian ini dilakukan atas kertarikan mengenai
sewa menyewa yang belum jelas dari segi hukum perjanjian yang berjudul
“PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER DI KOTA MEDAN

MENURUT HUKUM PERDATA”.

1. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan

menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Bagaimana Kajian Hukum Terhadap Sewa Menyewa Scooter Di Kota

Medan ?

8 https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/tren-Scooter-listrik-
di-medan-fully-booked-sampai-jam-3-pagi?page=all Di akses pada tanggal Sabtu 11 Maret 2023
pukul 09.22 WIB




b. Bagaimana Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Scooter ?
c. Bagaimana Tanggungjawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa Scooter ?

2. Faedah Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai

berikut:

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu
hukum mengenai Sewa Menyewa dalam hukum perdata.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat
mengenai Prosedur Pelaksanaan Sewa Menyewa Scooter Menurut Hukum
Perdata Di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Untuk Mengetahui Kajian Hukum Terhadap Sewa Menyewa Scooter Di

Kota Medan

b. Untuk Mengetahui Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Scooter.

c. Untuk Mengetahui Tanggungjawab Para Pihak Dalam Sewa Menyewa

Scooter.

C. Definisi Operasional



10

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan
hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.

1. Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada
pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang
disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUH Perdata). bahwa
perjanjian sewa-menyewa Persetujuan untuk pemakaian sementara suatu
benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu
harga tertentu.®

2. Scooter adalah adalah kendaraan bermotor roda dua yang memiliki lantai
di bagian landasannya sebagai diinjak oleh pengendara.10

3. Hukum Perdata adalah Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi
semua hukum “Privat Materil”, yaitu segala hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan perseorangan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam Sewa Menyewa dalam hukum perdata ini memang bukan
merupakan hal yang baru, tetapi telah banyak peneliti-peneliti yang sebelumnya
mengangkat judul tentang Sewa Menyewa dalam hukum perdata itu sendiri,

namun berdasarkan bahan yang ditemukan baik melalui searching maupun

9 Salim H.S. 2019. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar
Grafika. halaman 58

10nhttp://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Scooter 124566 stie-walisongo p2k-
unkris.html Di akses pada tanggal 10 Maret 2023 Pukul 13.05 WIB
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melalui kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
tidak ditemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan penulisan
penelitian terkait dengan “PELAKSANAAN SEWA MENYEWA SCOOTER

DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM PERDATA”.

Adapun penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang
adalah sebagai berikut:

1. Baharudin Muhammad Hassan (2017) dengan penelitian yang berjudul
Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Toko (RUKO) Secara Lisan di
Palangka Raya Di Tinjau Dari Hukum Perdata menyimpulkan
Berdasarkan pemahaman masyarakat dalam melakukan perjanjian sewa
menyewa, masih tidak paham karena masih banyak dari masyarakat salah
mengartikan bagaimana perjanjian sewa menyewa secara lisan dan tertulis.
Serta banyak juga tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari
para pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUHPerdata.
Masalah yang sering terjadi, salah satunya akibat masih kurangnya
pemahaman masyarakat itu sendiri.

2. Silviana Rahma (2021) dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis
Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Paviliun Dalam Keadaan Force
Mejeure Menurut KUHPerdata menyimpulkan bahwa Perlindungan
Hukum Terhadap Penyewa Paviliun dalam Keadaan Force
Majeure yaitu bahwa penyewa tidak bertanggung jawab atau penyewa

dibebaskan dari ganti kerugian atas kerusakan-kerusakan yang disebabkan
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oleh bencana alam pada umumnya. Bilamana kerusakan tersebut dapat
dibuktikan oleh penyewa bukan merupakan kelalaian maupun kesengajaan
dari pihak penyewa. Jika perjanjian sewa menyewa ini tidak akan berhenti
sebelum jangka waktu tersebut pada Pasal 1 berakhir dan juga tidak akan
berhenti karena salah satu pihak meninggal dunia dan tidak boleh
dipindahtangankannya secara bagaimanapun atas bangunan tersebut
kepada pihak lain sebelum jangka waktu persewaan tersebut berakhir.
Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka ahli waris atau
penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia hendak atau
diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan atau melanjutkan sewa-
menyewa ini sampai jangka waktu persewaan berakhir.

3. Nita Enggal Maynanda (2019) dengan penelitian yang berjudul Akibat
Hukum Dalam Sewa Menyewa Kamar Kos Di Desa Banjarrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menyimpulkan bahwa
Akibat hukum dalam akad sewa kamar kos di Desa Banjarrejo Kecamatan
Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah tidak terpenuhinya obyek
perjanjian yang disewa oleh pemilik kamar kost sehingga pemilik kamar
kost wajib bertanggung jawab atas fasilitas yang telah dijanjikan di awal

akad.

E. Metode Penelitian
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Metode atau metodelogi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah,
studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah
rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah
untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu
kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk
menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang

maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:1:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan
2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis
normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,
dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-
undangan (Law in Books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat
dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.
Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan
dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data

sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.12

1llda Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka
Prima, halaman 19

12 1pjd
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Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris
normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian
doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam

peraturan perundang — undangan (law in books).

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan
keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana Pelaksanaan Sewa Menyewa
Scooter Dalam Hukum Perdata Di Kota Medan pada masyarakat. Berdasarkan
tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang
digunakan adalah deskriptif. Peneltian deskriptif adalah penelitian yang hanya
semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk

mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.13

3. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data
Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan
kepustakaan. Data sekunder yang dalam penelitian melakukan bedah buku, data

sekunder dalam penelitian bersumber pada :

13 1pid, halaman 20
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a. Data Kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu
Al-Qur’an dan Al Hadist.
b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam
penelitian digunakan. Ada 2 (dua) bahan hukum :
1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku, karya ilmiah,
hasil penelitian, hasil karya pakar hukum.
d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa

kamus ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data
Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data, yaitu dengan studi
dokumen dan wawancara. Studi dokumen dan wawancara digunakan untuk
mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Penelitian ini menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, yakni:
1. Studi Offline melalui Library Research atau studi kepustakaan dalam
penelitian ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara.
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2. Studi Online terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan
relevansi, dilakukan melalui penelusuran pada situs-situs internet, seperti

E-book.14

5. Analisis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai
dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi kebahasaannya. Setelah itu
dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam

bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

14 1pid, halaman 21
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian dalam Hukum Perikatan

Perikatan adalah salah satu bagian dari hukum perdata. Sebagaimana diatur
dalam buku 111 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya diterangkan
mengenai perjanjian, termasuk di dalamnya perjanjian khusus yang dikenal oleh
masyarakat seperti perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa,dan perjanjian
pinjam-meminjam.

Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata tidak memberikan suatu definisi yang
tegas mengenai perikatanl. Dasar dari perikatan diawali dengan ketentuanPasal
1233 yang bahwa tiap-tiap perikatan dilahfukan baik karena persetujuan, baik
karena undang-undang. Pasal ini menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata
dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan
yang secara sengaja dibuat mereka dan karena ditentukan oleh undang-undang
yang berlaku.

Dengan demikian perikatan dalam arti luas, meliputi semua hubungan hukum
antara dua piha\ dimana disatu pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban.
Pada umumnya perikatan didefinisikan sebagaimana dalam KUHPerdata Buku I11
sebagai; Hubungan Hukum dalam Lapangan Hukum Kekalaan, dimana disatu

pihak ada hak dan dilain pihak ada kewajiban. Hak yang lahir dari hubungan

17
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seperti itu disebut hak hukum atau lazim disebut hak saj4 sedangkan
kewajibannya disebut Kewajiban Hukum.

Sedangkan mengenai pengertian perikatan itu sendiri oleh para sarjana juga

diberikan secara berbeda-beda, yaitu antara lain:

1. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo Hukum perikatan ialah
kesemuanya kaidah hukum yang mengatur hak dan kewajiban seseorang
yang bersumber pada tindakannya dalam pelingkungan hukum kekayaan

2. Menurut Prof. Subekti Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara
dua atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

memenuhi tuntutan itu.15

B. Pengaturan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata)

KUHPerdata adalah undang-undang yang merupakan sumber hukum
formil sekaligus juga sumber hukum materil bagi hukum perjanjian yang
berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam KUHPerdata, Buku
I11, Bab II tentang “Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau
Perjanjian” dan Bab V sampai dengan Bab XVIII yang mengatur asas-asas

hukum dan norma-norma hukum perjanjian pada umumnya, serta norma-

15 Nur.A.Fadhil Lubis. 2012. Hukum Perdata Indonesia: lilid 2. Bandung: Citapustaka
Media Perintis. halaman 43
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norma hukum perjanjian yang mempunyai karakteristik khusus yang lebih
dikenal dengan istilah perjanjian bernama.

Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata mengenai perikatan, menjelaskan
bahwa:
“Perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang.” Selanjutnya,
Pasal 1333 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan
dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih.”
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan
adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :
1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena
berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan

keempat berkenan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.16

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang

sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :

1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

16 https://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-
perjanjian-kontrak.html di akses pada tanggal Rabu, 8 Maret 2023 Pukul 17:00



http://www.pengadaan.web.id/2019/08/pasal-1320-kuh-perdata-syarat-sah-
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Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum
umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap
warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban
umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan, “Semua perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang
memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :

a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.

b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.

c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya.

d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis.

e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang

bersifat rasional

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya
memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuataan yang sama
seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat
perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan
memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya

batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat.

2. Asas Konsensualisme
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Asas konsesualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1)
KUHPerdata. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah
jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak
diperlukan lagi formalitas. Namun berbagai ketentuan undang-undang
menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis
atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang
berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas). Asas
konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdata berkaitan dengan bentuk

perjanjian.

3. Asas pacta sunt servanda

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam
rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, “Semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas pacta sunt servanda
menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.
Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap

substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

4. Asas ltikad Baik
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Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa, “Semua perjanjian
harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para
pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak
berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para

pihak.

5. Asas Kepribadian

Adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan
atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini
dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Dalam Pasal
1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk
dirinya sendiri. 